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ABSTRAK 

Perjanjian penanaman modal adalah sebuah perjanjian yang dibuat antara dua negara atau 

lebih yang bertujuan untuk mengatur pelaksanaan perdagangan dan kegiatan penanaman modal antar 

negara-negara dalam perjanjian tersebut. Bentuk-bentuk perjanjian penanaman modal tersebut 

meliputi bilateral investment treaties (“BIT”), Regional Comprehensive Partnership Agreement 

(“RCEP”), dan Comprehensive Economic Partnership Agreement (“CEPA”). Perjanjian-perjanjian 

tersebut turut mengatur mengenai penyelesaian sengketa antara pihak yang berada dalam perjanjian 

dengan investor yang berada di salah satu negara pihak. Metode yang paling umum digunakan dalam 

penyelesaian sengketa adalah arbitrase dan salah satu syarat untuk melaksanakan sebuah proses 

arbitrase adalah melalui persetujuan kedua belah pihak atau yang disebut sebagai consent.  

Pada umumnya, terdapat dua macam pemberian consent, yaitu melalui pemberian express 

consent atau future consent yang menggunakan two-step procedure. Negara-negara seperti Inggris dan 

Singapura telah secara konsisten menggunakan metode pemberian consent menggunakan express 

consent yang dituangkan dalam perjanjian penanaman modalnya, hal ini dilakukan untuk 

meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum bagi para investor. Namun, berbeda dengan 

Indonesia yang hinggi menggunakan kedua metode tersebut.. 

Penggunaan metode pemberian consent yang berbeda-beda tersebut bertolak belakang dengan 

keinginan Indonesia yang mengingingkan two–step procedure untuk semua perjanjian penanaman 

modal. Oleh karena itu, penulisan hukum ini akan menganalisis apakah memungkinkan untuk Indonesia 

menggunakan two-step procedure sebagai dasar pemberian consent bagi semua perjanjian penanaman 

modal lainnya serta membahas apa konsekuensi bagi Indonesia dengan menggunakan two-step 

procedure tersebut.  

Kata Kunci: Consent, Bilateral Investment Treaty, Comprehensive Economic Partnership 

Agreement, Two-Step Procedure, Churchill Mining 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Penulisan hukum ini akan membahas mengenai interpretasi pengertian persetujuan (“consent”) 

dalam membawa sengketa antara penanam modal asing dengan negara ke arbitrase. Dasar 

untuk membawa suatu sengketa ke arbitrase salah satunya berasal dari perjanjian investasi 

internasional, termasuk bilateral investment treaty (“BIT”) tanpa memerlukan suatu 

persetujuan terlebih dahulu. Maka dari itu, peneliti dalam penulisan ini akan membahas dan 

menguji lebih dalam pandangan pemerintah Indonesia terhadap persetujuan untuk arbitrase 

dalam perjanjian investasi internasional.  

Penulis mengambil topik tersebut dikarenakan Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa yang 

dimaksud dengan consent untuk membawa sengketa ke arbitrase merupakan two–step 

procedure. Two–step procedure ini diartikan bahwa penanam modal asing yang negaranya 

memiliki hubungan dalam perjanjian investasi internasional dengan Indonesia tidak bisa secara 

langsung membawa sengketa ke arbitrase, namun harus meminta persetujuan terlebih dahulu 

dengan pemerintah Indonesia.1 Inti dari two–step procedure terletak dalam consent yang 

diberikan. Argumentasi Pemerintah Indonesia yang mengatakan bahwa penyelesaian sengketa 

merupakan two–step procedure terdapat dalam kasus Churchill Mining PLC (“Churchill”) and 

Planet Mining Pty Ltd  (“Planet”) v. Republic of Indonesia (“Churchill dan Planet”).2 

Kasus Churchill dan Planet membahas pandangan Pemerintah Indonesia mengenai 

permasalahan yang dikarenakan susunan kata dalam BIT Indonesia – Inggris dan BIT 

Indonesia – Australia tidak sesuai dengan konsep two-step procedure yang dinginkan oleh 

Indonesia, sehingga menyebabkan misinterpretasi terhadap keberadaan konsep consent. 

Saat ini terdapat 26 BIT Indonesia dengan negara lain yang masih berlaku (in force).  Walaupun 

dalam Churchill dan Planet, Majelis Arbitrase ICSID menolak pandangan konsep consent 

menurut pemerintah Indonesia. Pandangan terhadap consent tersebut tetap digunakan 

pemerintah Indonesia, hal ini dapat dilihat melalui upaya Indonesia yang menginginkan 

persyaratan consent yang terpisah dari BIT dengan tujuan agar negara memiliki suara untuk 

menyetujui atau menolak sebuah permintaan untuk arbitrase. Selanjutnya, selain dari 

 
1 Abdulkadir Jailani, ‘Indonesia’s Perspective on Investment Agreement Review’ diakses dari  

<Indonesia’s Perspective on Investment Agreement Review – Abdulkadir Jailani (wordpress.com)>  

pada tanggal 1 December 2020 (“Jailani”).  
2 Churchill Mining PLC v. Republic of Indonesia, (Putusan) ICSID Case No. ARB/12/14; Planet Mining Pty Ltd 

v. Republic of Indonesia ICSID Case No ARB/12/40  
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permasalahan consent dalam BIT Indonesia, Indonesia juga turut menggunakan sistem 

pemberian consent yang berbeda-beda diantara perjanjian investasi internasional penanaman 

lain seperti yang dalam CEPA Indonesia – Korea 2020 dan dalam RCEP. Konsekuensi dari 

inkonsistensi penggunaan metode pemberian consent yang berbeda-beda berpotensi 

menyebabkan interpretasi yang saling bertentangan dan akibat jangka panjang apabila 

inkonsistensi ini terus berlanjut adalah penanam modal asing akan enggan untuk menanamkan 

modalnya di Indonesia karena investor asing akan menilai bahwa investasi di Indonesia tidak 

memiliki mekanisme investor – state dispute settlement (“ISDS”) yang jelas  dan Indonesia 

berpotensi menghadapi banyak sekali permintaan arbitrase dari berbagai macam pihak seperti 

yang terjadi dalam kasus Churchill. 

 

2. Rumusan Masalah 

Dari permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, penulis merumuskan 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yaitu: 

I. Apakah pandangan dari Indonesia yang memaknai consent dalam perjanjian investasi 

internasional sebagai two–step procedure sudah sesuai dengan praktik dan 

yurisprudensi dari hukum investasi internasional?  

II. Apabila Indonesia menginginkan two–step procedure untuk memaknai consent, apakah 

praktik perjanjian investasi internasional Indonesia konsisten dengan pandangan 

tersebut? 

 

3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka 

dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:  

a) Mengetahui bentuk consent seperti apa yang harus diberikan oleh Indonesia untuk 

mengakui bahwa Indonesia masuk dalam arbitrase internasional.  

b) Mengetahui apakah Indonesia mempertahankan mekanisme two–step procedure dalam 

setiap traktat penanaman modal .  

 

Selain dari tujuan yang telah dikemukakan penulis, manfaat yang penulis mengharapkan dari 

penelitian ini adalah agar penelitian ini dapat dipakai sebagai referensi oleh kalangan akademisi 

dan praktisi untuk mengetahui bagaimana cara yang tepat bagi Indonesia untuk menyelesaikan 
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suatu sengketa investasi melalui sistem hukum Indonesia dan mengurangi penggunaan 

arbitrase internasional.  

4. Metode dan Teknik Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Untuk menguji permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, maka penulis 

menggunakan pendekatan yuridis–normatif. Penelitian yuridis– normatif atau penelitian 

hukum normatif merupakan suatu kegiatan yang mengkaji aspek internal hukum dengan 

tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam hukum tersebut.3 Cara 

yang dipakai dalam penelitian jenis yuridis–normatif adalah menganalisi bahan pustaka 

yang sudah tersedia.4  

b. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunaan teknik pengumpulan data berkaitan 

dengan objek penelitian yang terdiri atas bahan-bahan pustaka atau penelitian bedasarkan 

sumber-sumber primer, sekunder dan tersier.5 Penulis dalam penelitian ini menggunakan 

3 (tiga) metode pengumpulan data sebagai berikut 

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menunjang penelitian adalah dengan 

melakukan studi kepustakaan yang dilaksanakan dengan menelusuri dan melakukan 

analisis bahan pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian yang terdiri atas bahan-

bahan hukum. Penulis dalam penelitian ini menggunakan 3 sumber hukum utama, yaitu 

sumber hukum primer, yaitu sumber hukum berupa peraturan perundang- undangan dan 

bahan lain yang memiliki kekuatan mengikat.6 Bahan – bahan yang digunakan memiliki 

relevansi untuk memberikan keterangan dan jawaban atas rumusan masalah yang telah 

dikemukan. Selanjutnya, sumber hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan 

konten dari sumber hukum primer,7 sumber hukum sekunder dipilih oleh penulis agar 

memiliki relevansi dengan sumber hukum primer dan mampu membantu menjawab 

penelitian ini. Terakhir, sumber hukum tersier, yaitu bahan hukum berupa suplemen 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder.8  Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

bahan hukum tersier berupa: 

 
3 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja, 2003), hlm. 32. 
4 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm 13-14. 
5 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 67 
6 Amiruddin Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 

31 
7 Burhan Ashshofa, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), hlm. 103. 
8 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 

12. 
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• Pencarian di internet yang memiliki relevansi dengan klausul ISDS, alasan terminasi 

BIT oleh pemerintah Indonesia. 

• Pemakaian kamus Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Black Law dictionary. 

 

5. Sistematika Penulisan 

BAB II: Konsep Dan Sumber ‘Consent ’ Dalam Arbitrase ISDS Berdasarkan Hukum 

Investasi Internasional 

Pada bab ini dijabarkan secara lengkap mengenai konsep dan sumber dasar consent untuk 

arbitrase internasional secara umum. Selanjutnya, pembahasan akan diperinci kedalam 

konsep consent dalam suatu mekanisme ISDS. Terakhir, bab II juga akan membahasa 

mengenai waiver of exhaustion of local remedies yang kerap terdapat dalam suatu BIT 

sebagai konsekuensi dari memilih suatu bentuk mekanisme pemberian consent.  

 

BAB III: Analisis Pandangan Pemerintah Indonesia Terhadap Konsep ‘Consent’ 

Untuk Arbitrase Dalam Terbaru  

Pada bab ini penulis akan menelusuri dan menganalisis mengenai posisi Indonesia serta 

praktik Indonesia dalam penggunaan mekanisme pemberian consent. Pada bagian ini 

memulai dengan menjelaskan sejarah BIT Indonesia sebelum adanya kasus Churchill dan 

Planet, setelah itu pembahasan akan dilanjutkan dengan membahas perubahan BIT 

Indonesia setelah kasus Churchill dan Planet. Setelah pembahasan mengenai BIT, penulis 

akan membahas secara rinci mengenai kasus Churchill dan Planet serta bagaimana respon 

Indonesia terhadap putusan dalam kasus itu terutama putusan mengenai jurisdiksi. 

Terakhir, penulis akan menganalisis mekanisme pemberian consent dalam perjanjian 

penanaman modal lainnya seperti RCEP dan CEPA.  

 

BAB IV: Kesimpulan dan Saran   

Berangkat dari hasil analisis pada Bab II dan Bab III, dalam bab ini penulis akan 

menganalisis apakah keinginan Indonesia menginginkan mekanisme two-step procedure 

sudah tepat dan apakah praktik Indonesia selama ini telah konsisten menggunakan 

mekanisme two-step procedure atau tidak.  
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